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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN SINGKAT
KOMISI VDPRRI
(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, BADAN SAR NASIONAL, BPLS DAN BPWS)

Tahun Sidang . 2016 - 2017

Masa Sidang co

Rapat : Ke-

Jenis Rapat Rapat Kerja

Hari/Tanggal Senin, 24 Oktober 2016

Sifat Terbuka

Pukul 10.30 WIB s.d 14. 50 WIB

Tempat Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V),
Gedung Nusantara DPR RI.

Acara Pengesahan penyempurnaan alokasi anggaran dalam RKA - K/L
RAPBN Tahun Anggaran 2017 Kementerian/Lembaga mitra
Kerja Komisi V DPRRI.

Ketua Rapat Ir. Fary Djemy Francis, MMA

Sekretaris Dra. Prima MB. Nuwa, Msi

Hadir Anggota dari 54 orang Anggota Komisi V DPR RI

Hadir Mitra Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri
Perhubungan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi, Kepala BMKG, Kepala Badan Nasional
Pencarian dan Pertolongan (Basamas), Kepala Bapel BPLS,
Kepala Bapel BPWS beserta jajaran.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT
PENDAHULUAN

1.

Rapat dibuka pada pukul 10.30 WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka
untuk umum.

Ketua Rapat menyampaikan bahwa agenda Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi V
DPR RI dengan semua mitra Keria Komisi V DPR RI pada hari ini adalah pengesahan
penyempurnaan alokasi anggaran dalam RKA - K/IL RAPBN Tahun Anggaran 2017
Kementerian/Lembaga mitra Kerja Komisi V DPR RI.

Ketua Rapat mempersilakan mitra Kerja Komisi V DPR RI untuk menyampaikan jawaban
pertanyaan dan tanggapan terhadap pertanyaan para anggota Komisi V DPR RI dalam rapat
yang lalu.

Ketua Rapat mempersilakan kepada Anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan
tanggapan.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN..../Hai.2



Il. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT:

1. Komisi V DPR RI dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian
Perhubungan; Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi; BMKG; Badan Nasional Pencarian dan
Pertolongan (Basarnas); Bapel BPLS; dan Bapel BPWS menyetujui penyempurnaan alokasi
anggaran dan program Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi V DPR Rl dalam RAPBN Tahun
Anggaran 2017 sebagai berikut:

No.

| Kementerian/ Lembag

Program

(Hasll RakerIRDP
Komisl VDPRRI

5 7 Sept 2016)

_tanggal 17 Okt 2016

| Perubahan setelah pembahasan Badan
Anggaran DPR Rl bersama Pemermtah

Realokasi ) .Penye;_qg;ap

| (Pengalihan

_Tambahan
~ Belanja

~ Prioritas
Ke TN/POLRl)|

Dalam Ribu Rupiah

Total
Perubahan

Hasil
 Pembahasan

KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

105.565.126.366

(3.748.511.256) | (390.100.000)

70.000.000

(4.068.611.256)

101.496.515.110

SEKRETARIAT JENDERAL

569.375.000

569.375.000

Program Dukungan
Manajemen Dan
Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Kementerian PUPR

287.822.060

287.822.060

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana
Aparatur Kementerian

PUPR

281.552.940

281.552.940

INSPEKTORAT
JENDERAL

(Program Pengawasan Dan
Peningkatan Akuntabilitas
Aparatur Kementerian
PUPR)

107.653.000

107.653.000

DITJEN BINA MARGA
(Program Penyelenggaraan
Jalan)

42.143.834.333

(750.000.000)

(750.000.000)

41.393.834.333

DITJEN CIPTA KARYA
(Program Pembinaan Dan
Pengembangan Infrastruktur
Permukiman)

17.435.472.895

(1.500.000.000) .

(1.500.000.000)

15.935.472.895

DITJEN SUMBER DAYA
AIR

(Program Pengelolaan
Sumber Daya Air)

34.013.992.082

(750.000.000)

(750.000.000)

33.263.992.082

DITJEN PENYEDIAAN
PERUMAHAN

(Program Pengembangan
Perumahan)

9.000.913.000

(400.000.000) |  (390.100.000)

70.000.000

(720.100.000)

8.280.813.000

DITJEN PEMBIAYAAN
PERUMAHAN

(Program Pengembangan
Pembiayaan Perumahan)

240.813.000

240.813.000

BALITBANG

(Program Penelitian dan
Pengembangan
Kementerian PUPR)

781.200.000

(148.500.000)

(148.500.000)

632.700.000

DITJEN BINA
KONSTRUKSI
(Program Pembinaan
Konstruksi)

380.022.528

(50.000.000) -

(50.000.000)

330.022.528

BADAN PENGEMBANGAN
INFRASTRUKTUR
WILAYAH

(Program Pengembangan
Infrastruktur Wilayah)

313.263.528

(50.000.000)

(50.000.000)

263.263.528




No.

Unit Eselon I/

TA ‘2017

Kementr.eriamr Lembagal :
_ (Hasil RakerIRDP

Perubahan setelah pembahasan Badan
j Anggaran‘ DPR Rl bersama Pemerintah
i .tanggal 17 Okt 2016 b

Total

| Perébahan | pembahasan

~ Hasil

BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
(Program Pengembangan
Sumber Daya Manusia)

578.587.000

(100.011.256)

(100.011.256)

478.575.744

KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN

48.732.194.980

(2.748.511.254) 5 .

(2.748.511.254)

45.983.683.726

SEKRETARIAT JENDERAL
(Program Dukungan
Manajemen Dan
Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Kementerian
Perhubungan)

526.832.963

526.832.963

INSPEKTORAT
JENDERAL

(Program Pengawasan Dan
Peningkatan ~ Akuntabilitas
Aparatur Kementerian
PUPR)

90.310.512

90.310.512

DITJEN PERHUBUNGAN
DARAT

(Program Pengelolaan Dan
Penyelenggaraan
Transportasi Darat)

4.522.320.200

(250.055.899)

(250.055.899)

4.272.264.301

DITJEN PERHUBUNGAN
LAUT

(Program Pengelolaan Dan
Penyelenggaraan
Transportasi Laut)

11.662.267.615

(100.000.000)

(100.000.000)

11.562.267.615

DITJEN PERHUBUNGAN
UDARA

(Program Pengelolaan Dan
Penyelenggaraan
Transportasi Udara)

9.306.554.525

(390.000.000)

(390.000.000)

8.916.554.525

DITJEN
PERKERETAAPIAN
(Program Pengelolaan Dan
Penyelenggaraan
Perkeretaapian)

18.031.436.997

(2.008.455.355) -

( 2.008.455.355)

16.022.981.642

BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
PERHUBUNGAN
(Program  Pengembangan
Sumber Daya Manusia
Perhubungan)

4,347.865.168

4.347.865.168

BALITBANG

(Program Penelitian dan
Pengembangan
Kementerian Perhubungan)

124.163.000

124.163.000

BADAN PENGELOLA
TRANSPORTASI
JABODETABEK (BPTJ)
(Program Pengelolaan
Transportasi Jabodetabek)

120.444.000

120.444.000

KEMENTERIAN DESA, PDT
DAN TRANSMIGRASI

5.055.124.250

(202.438.044)

(202.438.044)

4.852.686.206

SEKRETARIAT JENDERAL
(Program Dukungan
Manajemen dan Tugas
Teknis Lainnya Kementerian
Desa, PDT dan

Transmigrasi)

300.000.000

300.000.000




No.

5 7 Sept 2016)

Peru_bahan‘setelah pembahasan Badan |

INSPEKTORAT
JENDERAL

(Program Pengawasan dan
Peningkatan Akuntabilitas

Aparatur Kementerian Desa,

PDT dan Transmigrasi )

59.000.000

(2.500.000)

J(Pengaﬁhén |
- |KeTNIPOLRI)|

Tafﬁﬁahan'-'

Belanja.
~ Prioritas

Total
: Perubahan

Haéil

Pembahasan

(2.500.000)

56.500.000

BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN,
PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN SERTA
INFORMASI

(Program Penelitian dan
Pengembangan, Pendidikan
dan Pelatihan serta
Informasi)

220.461.124

(10.000.000)

(10.000.000)

210.461.124

DITJEN PEMBANGUNAN
DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA
(Program Pembangunan
dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa)

2.870.346.207

(174.938.044)

(174.938.044)

2.695.408.163

DITJEN PEMBANGUNAN
KAWASAN PERDESAAN
(Program Pembangunan
Kawasan Perdesaan)

336.540.655

(15.000.000)

(15.000.000)

321.540.655

DITJEN PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL
(Program Pembangunan
Daerah Tertinggal)

314.944.463

314.944.463

DITJEN PENGEMBANGAN
DAERAH TERTENTU
(Program Pengembangan
Daerah Tertentu)

260.953.983

260.953.983

DITJEN PENYIAPAN
KAWASAN DAN
PEMBANGUNAN
PERMUKIMAN
TRANSMIGRASI

(Program Penyiapan
Kawasan dan
Pembangunan Permukiman
Transmigrasi)

373.434.149

373.434.149

DITJEN PENGEMBANGAN
KAWASAN
TRANSMIGRASI

(Program Pembangunan
Dan Pengembangan
Kawasan Transmigrasi)

319.443.669

319.443.669

BMKG

1.661.562.481

(68.602.407)

(68.602.407)

1.592.960.074

Program Dukungan
Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya

501.850.972

(16.210.000)

(16.210.000)

485.640.972

Program Pengembangan
dan Pembinaan MKG

1.159.711.509

(52.392.407)

(52.392.407)

1.107.319.102

BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN
PERTOLONGAN
(BASARNAS)

2.119.916.904

(90.027.949)

186.000.000

95.972.051

2.215.888.955

Program Dukungan
Manajemen Dan
Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya

569.908.508

559.908.508




Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur Badan SAR
Nasional

164.855.810

164.855.810

Program Pengelolaan
Pencarian, Pertolongan dan
Penyelamatan

1.395.152.586

(90.027.949)

186.000.000

95.972.051

1.491.124.637

Bapel-BPLS

458.498.922

458.498.922

Program Dukungan
Manajemen Dan
Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya BPLS

28.714.022

28.714.022

Program Penanggulangan
Bencana Lumpur Sidoarjo

429.784.900

429.784.900

Bapel-BPWS

277.469.252

277.469.252

Program Dukungan
Manajemen & Pelaksanaan

29.853.252

29.853.252

Tugas Teknis Lainnya
BPWS

Program Percepatan - -
Pengembangan Wilayah 247.616.000
Suramadu

247.616.000

2 Komisi V DPR RI dan Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi V DPR RI sepakat bahwa usulan dan
masukan Komisi V DPR RI akan disinkronkan dalam rincian program RAPBN Tahun Anggaran 2017
Kementerian/Lembaga Mitra Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Catatan :

Dari 10 (sepuluh) Fraksi yang ada di Komisi V DPR RI, 9 (sembilan) Fraksi menyetujui program dan alokasi
anggaran Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi V DPR RI dalam RAPBN Tahun Anggaran 2017,
sedangkan 1 (satu) fraksi yaitu Fraksi Gerindra tidak menyampaikan pendapat.

lll. PENUTUP
Rapat ditutup pukul 14. 50 WIB.
Jakarta, 24 Oktober 2016

FARY DJEMY FRANCIS

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,

AP0/

M. BASOEKI HADIMOELJONO

MENTERI PERHUBUNGAN,

N TRANSMIGRASI

MENTERI/DESA, PDT,

EKO PUTRO SANDJQJO BUDI A SUMADI

PLH. KEPALA BMKG,

KEPA BASARNA&,

SOELISTYO

BAPEL BPWS

=~ HERMAN HIDAYAT



